


4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang 
Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4420); 
 

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 

dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang 
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 

2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
undangan Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 

143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6801); 

 
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana 

telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan 

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 
Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 
41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6856); 

 
7. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan 

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 
Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan 

Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi 
Corona Virus Disease 2019 (covid- 19) dan/atau dalam 
rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan 

Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem 
Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485); 

 
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan 

Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 
Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6757); 
 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang 
Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165); 
 

 
 



10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 

 
11. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang 

Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883); 

 
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781); 

 
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 

tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 799); 

 
14. Peraturan Daerah Kabupaten Muaro Jambi Nomor 3 

Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan 
dan Belanja Daerah Kabupaten Muaro Jambi Tahun 
Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Muaro 

Jambi Tahun 2023 Nomor 3); 
 

MEMUTUSKAN : 
 

Menetapkan    : PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN ANGGARAN 
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN MUARO 
JAMBI TAHUN ANGGARAN 2024. 

 

Pasal 1 
 

Dalam peraturan daerah ini yang dimaksud dengan: 

1. Daerah adalah Kabupaten Muaro Jambi 
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah 

daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi 
kewenangan daerah otonomi. 

3. Bupati adalah Bupati Muaro Jambi. 

4. Pedoman Penyusunan APBD adalah pokok kebijakan sebagai petunjuk dan 
arah bagi pemerintahan daerah dalam penyusunan, pembahasan dan 

penetapan APBD.  
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD 

adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan peraturan 
daerah. 

6. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi 

perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, 
pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah. 

7. Peraturan Bupati yang selanjutnya disebut Perbup adalah peraturan Bupati 
Muaro Jambi. 

8. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah 
lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur 
penyelenggara pemerintahan daerah yang mempunyai peran dan tanggung 

jawab dalam mewujudkan efisiensi, efektifitas produktivitas dan akuntabilitas 
penyelenggaraan Pemerintah Daerah melalui pelaksanaan hak, kewajiban, 

tugas, wewenang dan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sesuai 
ketentuan Peraturan Perundang-undangan. 



9. Kepala Daerah yang selanjutnya disingkat KDH adalah Bupati Muaro Jambi 
Memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan 

Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 
10. Wakil Kepala Daerah yang selanjutnya disingkat WKDH adalah Wakil Bupati 

Muaro Jambi yang membantu kepala daerah dalam memimpin pelaksanaan 
Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. 

11. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah Aparatur Sipil 
Negara lingkup Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi.  

12. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah 

sistem yang diterapkan oleh satuan kerja perangkat daerah atau unit satuan 
kerja perangkat daerah pada satuan kerja perangkat daerah dalam 

memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas 
dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan 

Pengelolaan Keuangan Daerah pada umumnya. 
 

Pasal 2  

 
APBD terdiri atas Pendapatan Daerah, Belanja Daerah, dan Pembiayaan Daerah. 

 
Pasal 3 

 
Anggaran Pendapatan Daerah tahun anggaran 2024 direncanakan sebesar  
Rp. 1.543.148.155.567,- (satu trilyun lima ratus empat puluh tiga milyar seratus 

empat puluh delapan juta seratus lima puluh lima ribu lima ratus enam puluh 
tujuh rupiah), yang bersumber dari: 

a. pendapatan asli daerah; 
b. pendapatan transfer; dan 

c. lain-lain pendapatan daerah yang sah. 
 

Pasal 4 

 
(1) Anggaran pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 

huruf a direncanakan sebesar Rp. 104.897.937.977,- (seratus empat milyar 
delapan ratus sembilan puluh tujuh juta sembilan ratus tiga puluh tujuh ribu 

sembilan ratus tujuh puluh tujuh rupiah), yang terdiri atas: 
a. pajak daerah; 
b. retribusi daerah; 

c. hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan 
d. lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. 

 
(2) Pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan 

sebesar Rp. 72.387.091.977,- (tujuh puluh dua milyar tiga ratus delapan 
puluh tujuh juta sembilan puluh satu ribu sembilan ratus tujuh puluh tujuh 
rupiah). 

 
(3) Retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan 

sebesar Rp. 7.293.810.000,- (tujuh milyar dua ratus sembilan puluh tiga juta 
delapan ratus sepuluh ribu rupiah)). 

 
(4) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 6.500.000.000,- (enam milyar 

lima ratus juta rupiah). 
 

(5) Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 18.717.036.000,- (delapan belas milyar 

tujuh ratus tujuh belas juta tiga puluh enam ribu rupiah). 



Pasal 5 
 

(1) Anggaran pajak daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a 
direncanakan sebesar Rp. 72.387.091.977,- (tujuh puluh dua milyar tiga 

ratus delapan puluh tujuh juta sembilan puluh satu ribu sembilan ratus 
tujuh puluh tujuh rupiah) yang terdiri atas: 

a. pajak Hotel; 
b. pajak Restoran; 
c. pajak Hiburan; 

d. pajak Reklame; 
e. pajak Penerangan Jalan; 

f. pajak Parkir; 
g. pajak Air Tanah; 

h. pajak Sarang Burung Walet; 
i.   pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan; 
j.   pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan; dan 

k. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan. 
 

(2) Pajak Hotel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan 
sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh tujuh juta rupiah). 

 
(3) Pajak Restoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan 

sebesar Rp. 2.650.000.000,- (dua milyar enam ratus lima puluh juta rupiah). 

 
(4) Pajak Hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan 

sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah). 
 

(5) Pajak Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan 
sebesar Rp. 1.481.851.000,- (satu milyar empat ratus delapan puluh satu juta 
delapan ratus lima puluh satu ribu rupiah). 

 
(6) Pajak Penerangan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e 

direncanakan sebesar Rp. 26.313.754.053,- (dua puluh enam milyar tiga 
ratus tiga belas juta tujuh ratus lima puluh empat ribu lima puluh tiga 

rupiah). 
 

(7) Pajak Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan 

sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah). 
 

(8) Pajak Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan 
sebesar Rp. 131.486.924,- (seratus tiga puluh satu juta empat ratus delapan 

puluh enam ribu sembilan ratus dua puluh empat rupiah). 
 

(9) Pajak Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h 

direncanakan sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah). 
 

(10) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
huruf i direncanakan sebesar Rp. 4.200.000.000,- (empat milyar dua ratus 

juta rupiah). 
 

(11) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp. 7.000.000.000,- (tujuh milyar 
rupiah). 

 



(12) Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp. 30.000.000.000,- 

(tiga puluh milyar rupiah). 
 

Pasal 6 
 

(1) Anggaran Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) 
huruf b direncanakan sebesar Rp. 7.293.810.000,- (tujuh milyar dua ratus 
sembilan puluh tiga juta delapan ratus sepuluh ribu rupiah), yang terdiri 

atas: 
a. retribusi Jasa Umum; 

b. retribusi Jasa Usaha; dan 
c. retribusi Perizinan Tertentu. 

 
(2) Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a 

direncanakan sebesar Rp. 336.000.000,-  (tiga ratus tiga puluh enam juta 

rupiah). 
 

(3) Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b 
direncanakan sebesar Rp. 3.157.810.000,- (tiga milyar seratus lima puluh 

tujuh juta delapan ratus sepuluh ribu rupiah). 
 

(4) Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c 

direncanakan sebesar Rp. 3.800.000.000,- (tiga milyar delapan ratus juta 
rupiah).  

 
Pasal 7 

 
(1) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan  sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 6.500.000.000,- 

(enam milyar lima ratus juta rupiah), yang terdiri atas bagian laba yang 
dibagikan kepada pemerintah daerah (deviden) atas penyertaan modal pada 

Badan Usaha Milik Daerah. 
 

(2) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan  sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 6.500.000.000,- (enam milyar 
lima ratus juta rupiah). 

 
Pasal 8 

 
(1) Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 4 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 18.717.036.000,- (delapan 
belas milyar tujuh ratus tujuh belas juta tiga puluh enam ribu rupiah) yang 
terdiri atas: 

a. Jasa Giro; 
b. Pendapatan Bunga;  

c. Penerimaan Atas Tuntutan Ganti Rugi Keuangan Daerah; dan 
d. Pendapatan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD). 

 
(2) Jasa giro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar 

Rp. 2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta  rupiah). 

 
(3) Pendapatan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b 

direncanakan sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah). 
 



(4) Penerimaan Atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 2.850.000.000,- 

(dua milyar delapan ratus lima puluh juta rupiah). 
 

(5) Pendapatan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 12.867.036.000,- (dua belas 

milyar delapan ratus enam puluh tujuh juta tiga puluh enam ribu rupiah). 
 

Pasal 9 
 

(1) Anggaran Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b 

direncanakan sebesar Rp. 1.426.081.217.590,- (satu trilyun empat ratus dua 
puluh enam milyar delapan puluh satu juta dua ratus tujuh belas ribu lima 
ratus sembilan puluh rupiah), yang terdiri atas: 

a. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat; dan 
b. Pendapatan Transfer Antar Daerah.  

 

(2) Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

huruf a direncanakan sebesar Rp. 1.322.890.518.000,- (satu trilyun tiga ratus 
dua puluh dua milyar delapan ratus sembilan puluh juta lima ratus delapan 

belas ribu rupiah). 
 

(3) Pendapatan Transfer Antar Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
huruf b direncanakan sebesar Rp. 103.190.699.590,- (seratus tiga milyar 

seratus sembilan puluh juta enam ratus sembilan puluh sembilan ribu lima 
ratus sembilan puluh rupiah). 

 

Pasal 10 
 

(1) Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 

ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 1.322.890.518.000,- (satu trilyun 
tiga ratus dua puluh dua milyar delapan ratus sembilan puluh juta lima ratus 

delapan belas ribu rupiah) yang terdiri atas: 
a. Dana Perimbangan;  
b. Dana Desa; dan 

c. Insentif Fiskal. 
 

(2) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a 
direncanakan sebesar Rp. 1.150.542.825.000,- (satu trilyun seratus lima 

puluh milyar lima ratus empat puluh dua juta delapan ratus dua puluh lima 
ribu rupiah). 

 
(3) Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan 

sebesar Rp. 127.869.676.000,- (seratus dua puluh tujuh milyar delapan ratus 
enam puluh sembilan juta enam ratus tujuh puluh enam ribu rupiah). 
 

(4) Insentif Fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan 

sebesar Rp. 44.478.017.000,- (empat puluh empat milyar empat ratus tujuh 
puluh delapan juta tujuh belas ribu rupiah). 

 

Pasal 11 
 

(1) Pendapatan Transfer Antar Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 

ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 103.190.699.590,- (seratus tiga 
milyar seratus sembilan puluh juta enam ratus sembilan puluh sembilan ribu 

lima ratus sembilan puluh rupiah) yang terdiri atas: 
a. Pendapatan Bagi Hasil; dan   
b. Bantuan Keuangan. 



(2) Pendapatan Bagi Hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a 
direncanakan sebesar Rp. 87.140.699.590,- (delapan puluh tujuh milyar 

seratus empat puluh juta enam ratus sembilan puluh sembilan ribu lima 
ratus sembilan puluh rupiah). 

 
(3) Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b 

direncanakan sebesar Rp. 16.050.000.000,- (enam belas milyar lima puluh 
juta rupiah). 

 

Pasal 12 
 

(1) Anggaran Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 3 huruf c direncanakan sebesar Rp. 12.169.000.000,- (dua belas 

milyar seratus enam puluh sembilan juta rupiah), yang terdiri atas: 
a. Pendapatan Hibah; dan  
b. Pendapatan dana kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas 

Kesehatan Tingkat Pertama. 
 

(2) Pendapatan Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a 
direncanakan sebesar Rp. 0,- (nol). 

 
(3) Pendapatan dana kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas 

Kesehatan Tingkat Pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b 

direncanakan sebesar Rp. 12.169.000.000,- (dua belas milyar seratus enam 
puluh sembilan juta rupiah) 

 
Pasal 13 

 
Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 direncanakan sebesar             
Rp. 1.578.148.155.567,- (satu trilyun lima ratus tujuh puluh delapan milyar 

seratus empat puluh delapan juta seratus lima puluh lima ribu lima ratus enam 
puluh tujuh rupiah), yang terdiri atas: 

a. belanja operasi; 
b. belanja modal; 

c. belanja tidak terduga; dan 
d. belanja transfer. 

 

Pasal 14 
 

(1) Anggaran belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a 
direncanakan sebesar Rp. 1.057.452.577.435,- (satu trilyun lima puluh tujuh 

milyar empat ratus lima puluh dua juta lima ratus tujuh puluh tujuh ribu 
empat ratus tiga puluh lima rupiah), yang terdiri atas: 
a. belanja pegawai; 

b. belanja barang dan jasa; 
c. belanja subsidi; 

d. belanja hibah; dan 
e. belanja bantuan sosial. 

 
(2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan 

sebesar Rp. 607.779.044.361,- (enam ratus tujuh milyar tujuh ratus tujuh 

puluh sembilan juta empat puluh empat ribu tiga ratus enam puluh satu 
rupiah). 

 
 

 



(3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b 
direncanakan sebesar Rp. 382.457.145.378,- (tiga ratus delapan puluh dua 

milyar empat ratus lima puluh tujuh juta seratus empat puluh lima ribu tiga 
ratus tujuh puluh delapan rupiah). 

 
(4) Belanja subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan 

sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah). 
` 

(5) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan 

sebesar Rp. 63.795.637.696,- (enam puluh tiga milyar tujuh ratus sembilan 
puluh lima juta enam ratus tiga puluh tujuh ribu enam ratus sembilan puluh 

enam rupiah). 
 

(6) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e 
direncanakan sebesar Rp. 1.420.750.000,- (satu milyar empat ratus dua 
puluh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah). 

 
Pasal 15 

 
(1) Anggaran belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) 

huruf a direncanakan sebesar Rp. 607.779.044.361,- (enam ratus tujuh 
milyar tujuh ratus tujuh puluh sembilan juta empat puluh empat ribu tiga 
ratus enam puluh satu rupiah), yang terdiri atas: 

a. gaji dan tunjangan ASN; 
b. belanja Tambahan Penghasilan ASN; 

c. tambahan Penghasilan berdasarkan Objektif lainnya ASN; 
d. belanja Gaji dan Tunjangan DPRD; 

e. belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH;  
f. belanja Penerimaan lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH; dan 
g. belanja Pegawai BLUD.  

 
(2) Gaji dan tunjangan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a 

direncanakan sebesar Rp. 399.714.697.205,- (tiga ratus sembilan puluh 
sembilan milyar tujuh ratus empat belas juta enam ratus sembilan puluh 

tujuh ribu dua ratus lima rupiah). 
 

(3) Belanja Tambahan Penghasilan ASN dimaksud pada ayat (1) huruf b 

direncanakan sebesar Rp. 76.999.820.364,- (tujuh puluh enam milyar 
sembilan ratus sembilan puluh sembilan juta delapan ratus dua puluh ribu 

tiga ratus enam puluh empat rupiah). 
 

(4) Tambahan Penghasilan berdasarkan Objektif lainnya ASN dimaksud pada 
ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 98.742.182.847,- (sembilan puluh 
delapan milyar tujuh ratus empat puluh dua juta seratus delapan puluh dua 

ribu delapan ratus empat puluh tujuh rupiah). 
 

(5) Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD dimaksud pada ayat (1) huruf d 
direncanakan sebesar Rp. 17.756.643.345,-  (tujuh belas milyar tujuh ratus 

lima puluh enam juta enam ratus empat puluh tiga ribu tiga ratus empat 
puluh lima rupiah). 
 

(6) Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH dimaksud pada ayat (1) huruf e 
direncanakan sebesar Rp. 243.710.000,- (dua ratus empat puluh tiga juta 

tujuh ratus sepuluh ribu rupiah). 
 



(7) Belanja Penerimaan lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH dimaksud 
pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 658.560.000,- (enam ratus 

lima puluh delapan juta lima ratus enam puluh ribu rupiah). 
 

(8) Belanja Pegawai BLUD dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar 
Rp. 13.663.430.600,- (tiga belas milyar enam ratus enam puluh tiga juta 

empat ratus tiga puluh ribu enam ratus rupiah). 
 

Pasal 16 

 
(1) Anggaran belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 

ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 382.457.145.378,- (tiga ratus 
delapan puluh dua milyar empat ratus lima puluh tujuh juta seratus empat 

puluh lima ribu tiga ratus tujuh puluh delapan rupiah), yang terdiri atas: 
a. belanja Barang; 
b. belanja Jasa; 

c. belanja Pemeliharaan; 
d. belanja Perjalanan Dinas;  

e. belanja Uang dan/atau Jasa diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak 
Lain/Masyarakat; 

f. belanja Barang dan Jasa BOSP; dan 
g. belanja Barang dan Jasa BLUD. 

 

(2) Belanja Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan 

sebesar Rp. Rp.  82.026.286.642,- (delapan puluh dua milyar dua puluh 
enam juta dua ratus delapan puluh enam ribu enam ratus empat puluh dua 
rupiah). 
 

(3) Belanja Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan 
sebesar Rp. 158.759.234.767,- (seratus lima puluh delapan milyar tujuh 
ratus lima puluh sembilan juta dua ratus tiga puluh empat ribu tujuh ratus 

enam puluh tujuh rupiah). 
 

(4) Belanja Pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c 
direncanakan sebesar Rp. 10.749.442.400,- (sepuluh milyar tujuh ratus 

empat puluh sembilan juta empat ratus empat puluh dua ribu empat ratus 
rupiah). 

 

(5) Belanja Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d 

direncanakan sebesar Rp. 81.705.582.718,- (delapan puluh satu milyar tujuh 
ratus lima juta lima ratus delapan puluh dua ribu tujuh ratus delapan belas 

rupiah). 
 

(6) Belanja Uang dan/atau Jasa diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak 
Lain/Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan 

sebesar Rp. 1.965.496.700,- (satu milyar sembilan ratus enam puluh lima 
juta empat ratus sembilan puluh enam ribu tujuh ratus rupiah). 

 
(7) Belanja Barang dan Jasa BOSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f 

direncanakan sebesar Rp. 38.357.007.923,- (tiga puluh delapan milyar tiga 

ratus lima puluh tujuh juta tujuh ribu sembilan ratus dua puluh tiga rupiah). 
 

(8) Belanja Barang dan Jasa BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g 
direncanakan sebesar Rp. 8.894.094.228,- (delapan milyar delapan ratus 

sembilan puluh empat juta sembilan puluh empat ribu dua ratus dua puluh 
delapan rupiah). 

 



Pasal 17 
 

Anggaran belanja subsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf c 

direncanakan sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah), yang terdiri atas 
belanja subsidi kepada BUMD. 

 

Pasal 18 
 

(1) Anggaran belanja hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf 

e direncanakan sebesar Rp. 63.795.637.696,- (enam puluh tiga milyar tujuh 
ratus sembilan puluh lima juta enam ratus tiga puluh tujuh ribu enam ratus 

sembilan puluh enam rupiah), yang terdiri atas: 
a. belanja hibah kepada Pemerintah Pusat; 
b. belanja hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang 

Berbadan Hukum Indonesia;  
c. belanja hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik; dan 

d. belanja Hibah Dana BOSP. 
 

(2) Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
huruf a direncanakan sebesar Rp. 8.751.644.600,- (delapan milyar tujuh 

ratus lima puluh satu juta enam ratus empat puluh empat ribu enam ratus 
rupiah). 
 

(3) Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang 

Berbadan Hukum Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b 
direncanakan sebesar Rp. 45.447.022.320,- (empat puluh lima milyar empat 
ratus empat puluh tujuh juta dua puluh dua ribu tiga ratus dua puluh 

rupiah). 
 

(4) Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 1.120.770.776,- 

(satu milyar seratus dua puluh juta tujuh ratus tujuh puluh ribu Tujuh ratus 
tujuh puluh enam rupiah). 

 

(5) Belanja Hibah Dana BOSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d 

direncanakan sebesar Rp. 8.476.200.000,- (satu milyar seratus dua puluh 
juta tujuh ratus tujuh puluh ribu Tujuh ratus tujuh puluh enam rupiah) 

 

  Pasal 19 
 

(1) Anggaran belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat 
(1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 1.420.750.000,- (satu milyar empat 
ratus dua puluh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yang terdiri atas: 

a. belanja Bantuan Sosial kepada Individu; dan  
b. belanja Bantuan Sosial kepada Keluarga. 

 

(2) Belanja Bantuan Sosial kepada Individu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

huruf a direncanakan sebesar Rp. 1.420.750.000,- (satu milyar empat ratus 
dua puluh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah). 
 

(3) Belanja Bantuan Sosial kepada Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 0,- (nol rupiah). 
 

Pasal 20 
 

(1) Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b 
direncanakan sebesar Rp. 282.394.073.134,- (dua ratus delapan puluh dua 

milyar tiga ratus sembilan puluh empat juta tujuh puluh tiga ribu seratus 
tiga puluh empat rupiah) yang terdiri atas: 



a. belanja modal tanah; 
b. belanja modal peralatan dan mesin; 

c. belanja modal gedung dan bangunan; 
d. belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi;  

e. belanja modal aset tetap lainnya; dan 
f. belanja modal aset lainnya.  

 
(2) Belanja modal tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a 

direncanakan sebesar Rp.0,-  (nol rupiah). 

 
(3) Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

huruf b direncanakan sebesar Rp. 65.773.258.969,- (enam puluh lima milyar 
tujuh ratus tujuh puluh tiga juta dua ratus lima puluh delapan ribu sembilan 

ratus enam puluh sembilan rupiah). 
 

(4) Belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

huruf c direncanakan sebesar Rp. 100.691.337.450,- (seratus milyar enam 
ratus sembilan puluh satu juta tiga ratus tiga puluh tujuh ribu empat ratus 

lima puluh rupiah). 
 

(5) Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 104.474.667.852,- (seratus empat 
milyar empat ratus tujuh puluh empat juta enam ratus enam puluh tujuh 

ribu delapan ratus lima puluh dua rupiah). 
 

(6) Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e 
direncanakan sebesar Rp. 9.904.808.863,- (sembilan milyar sembilan ratus 

empat juta delapan ratus delapan ribu delapan ratus enam puluh tiga 
rupiah). 
 

(7) Belanja modal aset lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f 
direncanakan sebesar Rp. 1.550.000.000,- (satu milyar lima ratus lima puluh 

juta rupiah). 
 

Pasal 21 
 

Anggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c 
direncanakan sebesar Rp. 1.150.000.000,- (satu milyar seratus lima puluh juta 

rupiah), yang terdiri atas anggaran belanja tidak terduga. 
 

Pasal 22 
 

(1) Anggaran belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf d 
direncanakan sebesar Rp. 237.151.504.998,- (dua ratus tiga puluh tujuh 
milyar seratus lima puluh satu juta lima ratus empat ribu sembilan ratus 

sembilan puluh delapan rupiah), yang terdiri atas: 
a. belanja bagi hasil; dan 

b. belanja bantuan keuangan. 
 

(2) Belanja bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan 
sebesar Rp. 7.968.090.198,- (tujuh milyar sembilan ratus enam puluh 
delapan juta sembilan puluh ribu seratus sembilan puluh delapan rupiah). 

 
(3) Belanja bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b 

direncanakan sebesar Rp. 229.183.414.800,- (dua ratus dua puluh sembilan 
milyar seratus delapan puluh tiga juta empat ratus empat belas ribu delapan 

ratus rupiah). 



Pasal 23 
 

Anggaran Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2024 direncanakan sebesar  
Rp. 35.000.000.000,- (tiga puluh lima milyar rupiah), yang terdiri atas: 

a. penerimaan pembiayaan; dan 
b. pengeluaran pembiayaan. 

 
Pasal 24 

 

Anggaran Penerimaan Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf a 
direncanakan sebesar Rp. 55.000.000.000,- (lima puluh lima milyar rupiah) atas 

sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya. 
 

 
Pasal 25 

 

Anggaran Pengeluaran Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf 
b direncanakan sebesar Rp. 20.000.000.000,- (dua puluh milyar rupiah), yang 

terdiri atas Penyertaan modal daerah. 
 

Pasal 26 
 

(1) Selisih antara Anggaran Pendapatan Daerah dengan Anggaran Belanja 

Daerah mengakibatkan terjadinya Surplus/defisit sebesar Rp. 
35.000.000.000,- (tiga puluh lima milyar rupiah). 

 
(2) Pembiayaan Neto yang merupakan selisih Penerimaan Pembiayaan terhadap 

Pengeluaran Pembiayaan direncanakan sebesar Rp. 35.000.000.000,- (tiga 
puluh lima milyar rupiah). 

Pasal 27 

 
Uraian lebih lanjut APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam 

Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini 
terdiri dari: 

1. Lampiran I Ringkasan APBD Yang Diklasifikasi Menurut Kelompok  
dan Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan; 
 

2. Lampiran  II  Rincian APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, 
Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, 

Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan; 
 

3. Lampiran  IIIa Daftar Nama Penerima, Alamat dan Besaran Alokasi Hibah 
Berupa Uang Yang diterima Serta SKPD Pemberi Hibah 

 

4. Lampiran  IIIb Daftar Nama Penerima, Alamat dan Besaran Alokasi Hibah 
Berupa Barang Yang diterima Serta SKPD Pemberi Hibah 

 
5. Lampiran  IVa Daftar Nama Penerima, Alamat dan Besaran Alokasi 

Bantuan Sosial Berupa Uang Yang diterima Serta SKPD 
Pemberi Bantuan Sosial 

 

6. Lampiran  IVb Daftar Nama Penerima, Alamat dan Besaran Alokasi 
Bantuan Sosial Berupa Barang Yang diterima Serta SKPD 

Pemberi Bantuan Sosial 
 




